ggal

nya disebut

Pengadilan Agama tersebut " ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi dari
pihak Penggugat serta memeriksa dan meneliti  bukti- bukti di
persidangan ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat
gugatannya tertanggal 27 Januari 2011 yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian di bawah

Register Nomor: 40/Pdt.G/2011/PA.Mbl. tanggal 27 Januari 2011
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahl

putusan.mahkamahagt~

== Aaqung Republik Indonesia

telah mengaj ; oknya sebagai

berikut

bertempa Kabupaten

Sarolanguﬁ " ) : pali  bertempat

tinggal di Kabupaten Batang
Hari ;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan
telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, Anak P
dan T, lahir tanggal 9 Mei 2009;

5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun- rukun saja selama 3 bulan, namun setelah itu
tidak rukun lagi disebabkan Tergugat

minta modal kepada Bapak Penggugat sebesar Rp 3.500.000,-

untuk buka wusaha, lalu diberi oleh Bapak Penggugat dan
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ahwa Tergugat

ah kediaman

bersama, : e gugat telah

berusaha merukunka ergugat, namun tidak

berhasil ;

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di

atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai
dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang
iwadh ;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian
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memeriksa

berikut

kepersidang ain  untuk
menghadap 0 , . sah, meskipun

menurut berita ac disampaikan oleh

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama  Sarolangun Nomor:
40/Pdt.G/2011/PA .Mbl. tanggal 7 Februari 2011 dan tanggal 1
Maret 2011 yang dibacakan di depan persidangan Tergugat telah
dipanggi secara  resmi dan  patut dan tidak ternyata

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang

sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar  bersabar dan mau rukun kembali dengan
Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai
melal ui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
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Tergugat tidg

pemeriksaa

di bawah sump@

sebagai

karenanya

akan surat

n Batang

keterangan

berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga

dekat, dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat

adalah suami sah Penggugat dan saksi ikut

pernikahan mereka;

hadir saat

- Bahwa, saksi mendengar Tergugat mengucapkan ta’'lik talak

setelah akad nikah ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

orang tua Penggugat yang jaraknya sekitar

rumah saksi ;

2 rumah dari

Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak
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Bahwa, saksi
adalah  saudara sepupu  saksi, dan

Tergugat sebagai suami Penggugat ;

- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan

Tergugat, dan saksi mendengar

nggugat sedang

apa yang

karena Penggugat

saksi mengenal

Penggugat dan

sendiri Tergugat

mengucapkan ta’'lik talak sesaat setelah akad nikah ;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama di rumah orang tua Penggugat,

kurang dua tahun yang lalu Penggugat

tinggal bersama lagi, karena Tergugat

meninggalkan Penggugat dan pulang ke

rumah orang

namun sejak lebih

dan Tergugat tidak

telah  pergi
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tida

Penggugat

Bahwa payar uang iwadh

sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Tribu rupiah) sebagai salah satu
syarat terpenuhinya syarat ta’'lik talak sesuai dengan sighat
ta’lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya
akad nikah;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan akhir secara
lisan mohon perkaranya diberikan keputusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka
cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah

termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang
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B
merupakan bagi 0 o ! putusan

ini;

hadir dan disebabkan

oleh suatu ergugat harus

dinyatakan tidaki

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat pada setiap
kali persidangan agar Penggugat bersabar dan mau rukun
kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini
telah sesuai dengan Kketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun
2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai

tidak berhasil sampai  putusan ini dijatuhkan, sedangkan

upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak
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2008 tentang
Prosedur il aksanakan

karena

Penggug

belum pe terpenuhi
ketentuan Pas 1 rtas [ am, sehingga
keduanya telah rtindak sebagai
pihak- pihak dalam perkara "ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat dengan alasan pokok karena Tergugat telah
meninggalkan Penggugat tanpa pamit pada Penggugat, tepatnya
sejak tanggal 10 Januari 2009, dan selama meninggalkan
Penggugat tersebut sampai dengan sekarang telah berlangsung
dua tahun Jlamanya Tergugat tidak pernah lagi memberikan
nafkah wajib pada Penggugat, dan ternyata Penggugat tidak

ridha terhadap perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat

bersedia membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku
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yaitu sebesa rupiah) untuk

terpenuhin

sighat Penggugat

sej ak bul an arang telah

berlangsung selama un, Penggugat dan
Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak kurang Ilebih 2
(dua) tahun vyang lalu dan selama itu pula Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah wajib pada Penggugat dan telah
membiarkan dengan tidak mempedulikan Penggugat, maka telah
cukup bukti yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa Tergugat
telah melanggar taklik talak angka 2 dan angka 4, dan atas
pelanggaran sighat ta’'lik talak  oleh Tergugat tersebut
ternyata Penggugat tidak ridha, lalu Penggugat membayar iwadh

sesuai dengan ketentuan yang berlaku Rp. 10.000,- (sepuluh

rupiah)  sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada
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Penggugat , g A bahwa syarat

ta’'lik tal

menjatu

dengan iw h);
dan (2) Undang-lm tntang Peradil an
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3
tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada
Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawali
Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat

(1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahl

putusan.mahkamahagt~

== Aaqung Republik Indonesia

sebagaimana ‘ C ndang Nomor 3

tahun 2006

timbul

sebesar

Rp.10
5. Mamerinta Agama Muara
Bulian untuk fnan putusan yang

telah mempunyai kekuatan —hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Batang Hari

dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kabupaten

Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

untuk itu ;

6. Membebankan kepada  Penggugat untuk  membayar biaya
perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.281.000, -

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian
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bertepatan

pada hari
dengan ta . ra. ERLIS,

IA° AHMAD

Anggota

ROGAIYAH, S.Ag. ANDI MIA AHMAD
ZAKI, S.HI

Panitera Pengganti,

M.RAZALI

Perincian biaya

1 Pencatat : 30.000

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 14
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